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Persaingan industri media massa (pers) semakin ketat. Terlebih
ketika media daring (on line) sudah berkembang pesat, maka
tidak terhindarkan lagi kompetisi antara media cetak, media
elektronik, dan media daring untuk memperoleh dan memper-
tahankan audience yang loyal. Fenomena ini mendorong pihak
pengelola pers dituntut untuk terus mengasah strategi. Salah satu
strategi yang dapat diandalkan untuk memenangkan kompetisi
tersebut, adalah peningkatan profesionalisme. Dengan dukung-
an sumber daya manusia dan teknologi yang memadai kiranya
profesionalisme kerja insan pers dapat direalisasikan. Aktivi-
tas pencarian, pengumpulan, dan penyiaran informasi menjadi
semakin berkualitas. Pers tidak hanya memproduksi informasi
yang sifatnya edukatif dan informatif, tetapi juga dituntut ber-
saing secara Pnansial dengan peningkatan tiras maupun rating.
Sekompleks apapun persaingan antar media, aspek etis mesti
tetap terjaga. Sebuah kondisi dilematis, ketika saat ini industri
pers menuntut keuntungan karena menyangkut kesejahteraan
insan media dan keberlanjutan usaha, namun sisi lain pers di-
hadapkan pada tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab
sosial yang berimbang.

Apabila selama ini- kita mengenal adanya dua pilar pe-
nyangga industri pers, yaitu kebebasan dan tanggung jawab,
maka kompetisi industri pers yang mengarah kepada komersial-
isasi akan mengundang kekhawatiran publik. Kekhawatiran kita
adalah pers akan terfokus kepada hak mereka berupa kebebasan
berkarya, dan melupakan kewajiban berupa tanggung jawab so-
sial. Pers dikhawatirkan cenderung mengutamakan kepentingan
bisnis, dan melupakan etika idealisme.
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Pers adalah lembaga sosial kemasyarakatan (social institu-
som) yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampai-
k=n informasi dengan menggunakan media cetak, media elek-
=onik dan segala jenis saluran yang tersedia. Jurnalistik adalah
suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab dan men-
syaratkan adanya kebebasan. Tanpa adanya kebebasan seorang
wartawan sulit untuk melakukan pekerjaanya. Akan tetapi, ke-
Sebasan tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan
wartawan ke dalam praktek jurnalistik yang kotor dan serakah.
Bagaimana kalau yang ada hanyalah tanggung jawab tanpa ke-
bebasan? Pers akan terbelenggu. Berikut ini disajikan sebuah

wbel untuk menggambarkan pola kinerja pers dilihat dari dua
vaiabel yakni kebebasan dan tanggung jawab.

Tanggung jawab
Kebebasan Baik Buruk
| Baik A C
| Profesional Harimau lepas kandang
| Buruk B D

Burung dalam sangkar Trouble maker

(1) Kotak A, menunjukkan tingkat kebebasan pers baik, diikuti
dengan tanggung jawab yang baik. KonPgurasi ini akan
menghasilkan pers profesional, yaitu tingkat kinerja pers
yang optimal dari segi standar mutu sekaligus memenuhi
standar etik. Inilah kinerja pers yang diidam-idamkan oleh
pemerintah dan masyarakat.

(2) Kotak B, kebebasan pers buruk tetapi tanggung jawab so-
sial baik. Seperti burung dalam sangkar. Ingin melakukan
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kebaikan, kemaslahatan, pengabdian, karya nyata, tetapi
tidak didukung oleh kemerdekaan berkarya. Kondisi ini
memprihatinkan tetapi tidak membahayakan.

Kotak C, kebebasan pers baik tetapi tanggung jawab so-
sialnya buruk. Pers menguasai keahlian, keterampilan,
teknologi, dan kemerdekaan, namun tidak peduli dengan
norma-norma moral etika. Penguasaan iptek baik, tetapi
tanggung jawabnya buruk. Ibaratnya harimau lepas kan-
dang. Harimau yang lepas kandang sangat berbahaya, ia
akan mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan-
nya untuk menerjang, menyepak, menyakar, menyokot,
merusak tanpa mempedulikan semua yang ada dihadapan-
nya. Pers yang hanya fokus pada hak atau kebebasan dan
mengesampingkan kewajiban atau tanggung’ jawab di-
khawatirkan akan mengarah kepada pers libertarian atau
bahkan pers sekuler. Apabila manajemen pers mengandal-
kan kebebasan saja, maka pers akan individualistis dan ma-
terialistis. Pers seperti ini menghasilkan cara berpikir dan
bersikap kepada masyarakat yang cenderung individualis-
tis dan materialistis pula. Sistem pers sekuler akan men-
datangkan kerusakan, hal ini disebabkan sifat rasionalitas
ilmu sekuler itu seraikah, individualistis, dan materialistis.
Adapun mekanisme yang berlaku untuk memperoleh apa
yang diinginkan adalah non-achievement motivations, yang
dalam bentuk kongkritnya berupa berita bohong, isue nega-
tive, dan pemutar-balikan fakta dengan opini.

Kotak D, ini yang paling mengenaskan, kebebasan pers bu-
ruk dan tanggung jawab sosialnya juga buruk. Hidup di era
globalisasi yang penuh kompetisi, tetapi tidak punya bekal:
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kemampuan tidak punya, norma etika dilecehkan, agama
tidak diperhatikan, inilah trouble maker, sistem yang selalu
membuat masalah. Kalau pers tidak diberi kebebasan, dan
juga tidak mempunyai tanggung jawab sosial, maka pem-
beritaannya mengarah pada jenis berita sampah (hoax).

Pertanyaannya, ke kotak manakah pengelolaan pers ini akan
dibawa: kotak A, B, C, atau D? By design pemerintah dan bang-
sz Indonesia sangat mantap ingin membawa sistem pengelolaan
pers ini ke kotak A, ialah pers yang memiliki keseimbangan
dalam pengembangan kebebasan dan tanggung jawab. Amanat
konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
dan ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manu-
sia. Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan
menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang
aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggung-
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam kaitan hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, pers harus menyajikan informasi dalam
pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut
untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. Fakta harus disajikan
sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan murni sebagai
pendapat.

Pers sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Pers adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang meru-
pakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Sebagai satu di
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antara berbagai sub sistem kemasyarakatan lainnya, maka se-
cara alamiah sistem pers akan mempengaruhi dan dipengaruhi
sub sistem kemasyarakatan yang lain. Secara teoritis apabila
pers dan sub sistem kemasyarakatan dapat berinteraksi secara
harmonis dalam pola relasi yang saling memerlukan, maka ope-
rasional pers diduga akan berlangsung secara efektif dan dinamis
sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian,
maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan
lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang ber-
nama masyarakat dan negara dengan pemerintah sebagai peren-
cana dan pelaksana pencapaian tujuannya. Di tengah masyara-
kat terdapat nilai-nilai dan budaya lokal yang menjadi pedoman
hidup sehari-hari. Di dalam konteks hidup bernegara, terdapat
berbagai regulasi, kebijakan, dan peraturan perundangan lain-
nya. Dengan demikian tuntutan zaman, nilai-nilai yang ada di
masyarakat, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan sistem
politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers. Di
dalam konteks pelayanan informasi kepada publik, maka setiap
individu memiliki harapan dan tata nilai yang saling berbeda
dengan individu lain.

Pers hidup sebagai sub sistem dalam suatu sistem ling-
kungan sosial masyarakat tertentu. Setiap masyarakat itu pasti
memberlakukan adanya aturan baik berupa nilai-nilai, norma,
maupun etika yang diacu untuk ketertiban interaksi warga ma-
syarakat. Dengan demikian pola perilaku dan cara berkomuni-
kasi antar sub sistem akan diwarnai oleh segala macam aturan
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yang terjelma ke dalam kebiasaan yang berlaku di dalam sistem
Imgkungan masyarakatnya. Selain itu, setiap sub sistem pastilah
mempunyai harapan, kepentingan, tujuan, keinginan, cita-cita.
Jadi dapat dikatakan bahwa aturan dan harapan menjadi input
yang menggerakkan komunikasi antar sub sistem. Kalau dianali-
sis lebih tajam, adanya harapan perlu dipandu dengan aturan.
Harapan saja tanpa ada aturan, cenderung mendorong sub sistem
wnmuk serakah, melakukan berbagai hal untuk mengejar ke-
sntungan sendiri dan mengabaikan hak orang lain. Bagaimana
apabila yang ada hanya aturan dan tidak ada harapan? Tentu saja
hidup akan sangat kejam dan kaku.

Kitty O. Locker ( 2004: 297) mengatakan bahwa pers se-
bagai lembaga sosial dalam operasionalnya dipengaruhi oleh
norma sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi yang ber-
sumber dari national culture, organizational culture, dan per-
sonal culture.

Pers sebagai lembaga sosial hidup dalam lingkungan ke-
bangsaan (negara), lingkungan organisasi (perusahaan), maupun
dalam kehidupan pribadi audience. Dalam semua lingkungan



8 Membangun Pers Indonesia yang Bertanggungjawab

itu senantiasa menginternalisasikan norma-norma sosial budaya
tertentu yang dijunjung tinggi semua warganya.

Budaya negara (bangsa) ingin membentuk karakteristik
pola budaya yang membedakan budaya bangsa yang satu de-
ngan lainnya, ingin menjaga keamanan dan ketenteraman, per-
satuan dan kesatuan, stabilitas, kesejahteraan, dan sebagainya.
Konsekuensinya eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan
oleh falsafah dan sistem politik negara dan pemerintah tempat
pers situ hidup. Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wil-
bur Scrhamm dalam bukunya Four Theories Of The Press me-
nyatakan bahwa pengaruh negara terhadap pers di dunia dapat
dikategorikan menjadi empat, yaitu : authoritarian press (pers
otoriter), libertarian press (pers liberal), social responsibili-
ty press (pers tanggung jawab sosial); dan Soviet Communist
Press (pers komunis Soviet). Oleh karena itu negara mempunyai
ideologi, hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan untuk
mengatur penyelenggaraan pers.

Kemudian pers hidup dalam sebuah organisasi (perusa-
haan), tentulah setiap organisasi pengelola pers telah memiliki
perangkat aturan (kode etik) dan harapan yang menjadi pe-
doman berkarya. Di samping itu, pers melayani setiap individu
(pembaca, pendengar, pemirsa). Setiap individu pun juga memi-
liki kriteria aturan dan harapan.

Adanya harapan dan aturan, baik pada level pemerintah,
organisasi, masyarakat, maupun individu pada dasarnya telah
memberi arah untuk kinerja pers. Sistem harapan mendorong
agar pers bekerja secara profesional, unggul, bermutu sehingga
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gsper memenuhi harapan itu. Serdangkan sistem aturan mem-
. Bekali pengelolaan pers secara beretika dan bertanggungjawab.
. Puf=sionalisme dan tanggungjawab sosial yang menjadi pilar
méusi media, sekaligus menjadi patokan agar pemberitaan
siz=n mform

Pers dan Pembangunan

Era reformasi memberi makna bagi pengelolaan pers di
Indonesia, ialah agar sistem pengelolaan pers ditata kembali
&an dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika
perubahan sosial budaya di masyarakat. Orientasi pengembang-
2o pengelolaan pers harus senantiasa terkait dengan visi pem-
sangunan bangsa. Hal ini disebabkan, secara teoritis terdapat
polz hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan
pers. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan pers,
sehaliknya pers akan berkembang apabila proses pembangunan
nasional juga berproses secara memadai.

Pers dalam peran penyebaran informasi harus selalu di-
kawal dengan tanggung jawab sosial, sehingga pers mampu
mengoptimalkan posisi strategis yang dimilikinya untuk men-
dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangun-
an. Urgensi peran penyebaran informasi adalah sebagai energi
vang membangkitkan, mendorong, dan menjaga masyarakat
untuk mengetahui kebajikan hidup bermasyarakat (knowing the
good), kemudian mengajak merasakan kebajikan (feeling the
good), lalu mencintai kebajikan (loving the good), dan kemu-
dian menginginkan untuk melaksanakan kebajikan (desiring the
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good), dan akhirnya mengerjakan kebajikan itu sendiri (acting
the good).

Secara sederhana dapat dikemukakan pengertian, pem-
bangunan adalah proses menuju kepada perbaikan keadaan
menuju kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam pola
hubungan antara pers dengan pembangunan, terkandung harap-
an, bahwa profesionalisme dan kecanggihan pers saat ini mesti
diberdayakan untuk mendukung percepatan pembangunan. Ada
dua indikator tanggung jawab sosial yang relevan dengan upaya
percepatan pembangunan, yaitu (1) mencintai kebajikan dan
kebenaran, dan (2) mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain.
Dengan tanggung jawab sosial sosial yang baik, maka pers dapat
terpandu untuk mencintai kebajikan dan kebenaran. Menyam-
paikan informasi secara independen dan transparan, menguta;
makan kebenaran. Pada giliran berikutnya, tatkala pers mencin-
tai kebajikan dan kebenaran, kehadirannya lebih dapat diterima
masyarakat.

Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk
mengoptimalkan tanggung jawab sosial pers terhadap pem-
bangunan, mencakup hal-hal sebagai berikut.

1) Rubrik-rubrik pers harus dikembangkan sekreatif mungkin
untuk menambah intensitas terpaan informasi yang mendo-
rong tercapainya tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan
masyarakat Indonesia seutuhnya;

2) Antara pihak pemerintah, pers, dan masyarakat harus
dikembangkan hubungan fungsional, sehingga semua pi-
hak dapat meningkatkan kontribusinya dalam pem-
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bangunan. Dalam hal ini pers dituntut untuk menyajikan
dan menjelaskan tujuan pembangunan dan nilai-nilai ke-
masyarakatan. Hal ini tidak berarti pers harus mendramati-
sir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu
peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat
pada hal-hal yang harus diraih karena dianggap bahwa pers
merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers
harus memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam
memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada
mjuan dasar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konten pers
untuk membangkitkan semangat patriotisme pengorbanan
tanpa pamrih dan dedikasi total terhadap kepentingan rak-
vat, bangsa, dan negara;

Pemahaman secara komprehensif tentang dunia pers, baik
dari segi karakteristik media, perkembangan teknologi, me-
kanisme industri, serta regulasi pers di Indonesia sehingga
tersusun perencanaan pengelolaan pers yang sesuai dengan
kebutuhan, relevan dengan aturan, dan tidak ketinggalan
zaman. Pers dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijak-
sana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya
jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar)
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung pe-
rasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan
yang dilindungi oleh undang-undang dan prasangka atau
diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat, sakit,
miskin atau lemah.
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Pengenalan, pemahaman, dan penguatan potensi dan ke-
arifan lokal untuk diaktualisasikan, atau dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup nilai kearifan
lokal mencakup tiga dimensi yaitu dimensi keberagamaan,
dimensi kemandirian, dan dimensi kesusilaan. Setiap di-
mensi mengandung sejumlah nilai yang ditetapkan sebagai
lingkup muatan nilai kearifan. Nilai-nilai keberagamaan
mencakup: kekhusyukan hubungan dengan Tuhan,
kepatuhan terhadap agama, perbuatan baik dan ikhlas,
pembalasan atas perbuatan baik dan buruk, dan rasa syukur.
Nilai-nilai kemandirian mencakup: harga diri, disiplin, etos
kerja (kemauan untuk berubah, hasrat mengejar kemajuan,
serta cinta ilmu teknologi, dan seni), bertanggungjawab,
keberanian dan semangat, keterbukaan, pengendalian diri,
berkepribadian mantap, dan berbkir positif. Sedangkan ni-
lai-nilai kesusilaan mencakup: cinta dan kasih sayang, ke-
bersamaan dan gotong royong, kesetiakawanan, tolong me-
nolong, tenggang rasa (fepo sliro), hormat menghormati,
tata krama dan sopan santun, rasa malu dan kejujuran;
Menterjemahkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat,
artinya pengelolaan pers pada prinsipnya menempatkan
sumber informasi atau kerangka acuan yang bertumpu ke-
pada informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam
konteks ini pengembangan konten media dipandang sebagai
suatu pendekatan untuk merancang kembali dan memodi-
Pkasi penguatan informasi relevan dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat;

Melibatkan partisipasi masyarakat. Pers harus berperan se-
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bagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik, se-
mingga masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam
pola pertukaran informasi secara dua arah. Media dituntut
sk membangun relasi interaktif dengan masyarakat
dzlam pengertian media menyodorkan suatu masalah ke-
pada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada
zmuran hukum yang mewajibkan pers menjalankan fungsi
mi. Hakikat tanggung jawab sosial pers adalah kewajiban
memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara
keseluruhan, bukan kelompok atau organisasi tertentu saja.
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